
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 27 Tahun 2Ol7 telah ditetapkan TUgas, Fungsi,

Uraian T\rgas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan

Peternakan Provinsi Sumatera Utara;

bahwa sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur

Nomor 38 Tahun 2A16 tentang Susunan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah

Frovinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39)

s6foagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38

Tahun ?ALO tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Zqfi Nomor 56), Peraturan

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, pertru menetapkan Peraturan

Gubernur tentang T\rgas, Fungsi, Uraian Ttrgas dan Tata

Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi

Sumatera Utara;

b.

c.



,)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

64, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

11o3);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tarnbahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s67el;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A16 Nomor 71+, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2At6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara {Lerrrbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2A16 Nomor 6, Tambahan LembarattDaerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Surnatera

Utara {Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2o.16

Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38

c

.).

4.

5.

6.
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Tahun 20rc tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2O18 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

MeNetApKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN

TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengal:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Ratyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu

adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Provinsi Sumatera Utara.

7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tenaga

teknis pada Dinas dan/atau Badan selanjutnya disingkat
UPlr.
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(1)

{2\

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan

fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki
keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan

tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi di bidang

ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan

keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta

tugas pembantuan.

Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan

berdasarkan kedaulatan dan kemandiriart,

penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan

kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan,

sesuai dengan lingla;p bidang tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan parigan

berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan pena.ngan€rn dan

kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan,

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

c. pelaksanaan evah-rasi dan pelaporan penyelenggaraan

pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan

kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakam,

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
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d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan

berdasarkan kedaulatan dan kemandirian,

penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan

kerawanan pangaJl, keamanan pangan dan peternakan,

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan

serta penegakan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;

b. menyelenggarakan pen5rusunan perencanaa"n dan

program kegiatan di bidang ketahanan parrgan dan

peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. menyelenggarakan pen5rusunan dan penyempurnaatl

standar, norfila dan kriteria penyelenggaraan urusa.n

ketahanan pangan dan peternakan;

d. menyelenggarakan perumus€rn, penetapan, pengaturan

dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis

bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi

dan kearnanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan

serta tugas p embantuan;
e. menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi

pengendalian dan pengawasan bidang ketersediaan dan

distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan,

peternakan dan kesehatan hewan serta tugas

pembantuan;

f. menyelenggarakan pengoordinasian pengawasan bidang

ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan

kearnanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan

serta tugas pembanttran;
g. menyelen penegakan hukum bidang

ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan

keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan

serta tugas pembamtuan;
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h. menyelenggarakan penataan, peffibinaan dan

pengoordinasian UPI pada Dinas;

i. menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi

masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam

pengelolaan ketahanan pangan dan peternakan, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyelenggarakan penJrusunan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,

sesuai tugas dan fungsinya;

k. menyelenggarakan pemberian masukan kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas

dan fungsinya;

1. menyelen tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

m.menyelenggarakan pelaporan dan pertanggr:ngiawaban

atas pelaksana"an tugas dan fungsinya kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang

ditetapkan.

(a) Untuk metraksanakan fugas, fungsi dan urai.an tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat l2l dan ayat (3),

Kepala Dinas dibantu:

a. Sekretariat;

b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

c. Bidang Konsurnsi dan Keamanan Pangan;

d. Bidang Kesehatan Hewan;

e. Bidang Peternakan;

f. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan

Keamanan Pangan Dinas;

g. Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas;

h. Unit Pelaksana Teknis Kesehatal Masyarakat Veteriner

Dinas;

i. Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas;

j. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengembangan

Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara Dinas;

k. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Rrrminansia

Lobu Sona Dinas;
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1. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggas dan

Sapi Sihitang Dinas;

m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagran Kedua

Sekretariat

Pasal 3

(U Sekretariat mempr.myai tugas membanfi.r Kepala Dinas

dalam urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta

Program, Akuntabilitas dan Informasi publik.

(2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan, arahan, bimbingan

kepada staf pada lingkup Sekretariat;

penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan datal
bahan dalam penyelenggar€Lan kesekretariatan;

penyelenggaraan penJruslrnan perencanaan dan

program kegiatan lingkup Sekretariat, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

penyelenggaraan pel{rusunan dan penyernpurnaan

standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan

administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta

program, akuntabilitas dan inforrnasi publik;

penyelenggaraan administrasi urnum dan kepegawaian,

keuangan serta program, akuntabilita"s dan informasi

publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan darr standar yang ditetapkan;

penyelenggaraan koordinasi, penzusunan rencana

pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

standar yang ditetapkan;

penyelenggaraarl memberikan masukan yang perlu

kepada" Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b.

d.

e.

h.
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i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang

ditetapkan.

(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada staf pada lingkup Sekretariat;

b. menyelenggarakan pengurnpulan, pengolahan dan

penyajian bahanldata dalam pengelolaan urnum dan

kepegawaian, keuangan, program akuntabilitas dan

informasi publik serta promosi;

c. menyelenggarakan penJrusunan dan penyempurrlaafi

perencanaan dan program kegiatan di bidang

kesekretariatan;

d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan

standar, norrna dan kriteria dalam penyelenggaraan

ketatausahaanl administrasi dan kesekretariatan;

e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring, evaluasi pengendalian dan kebijakan dalam

penyelenggaraan urusan ketatausahaan/adrninistrasi

dan kesekretariatan;

f. rnenyelen pengoordinasian dan pengkqiian

perencanaan dan program kegiatan Dinas dan Bidang,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyelengarakan pengelolaan dan pembinaan

administrasi keuangan;

h. menyelen pengkajian anggaran belanja, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. merryelenggarakan pengendaliaa adrninistrasi arlggaran

belanja, sesuai standar yang ditetapkan;
j. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan

administrasi keuangan;

k. menyelenggarakan penyusLrnan Rencana Strategis

(RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), Laporan Keterangan

Perta.nggungiawaban (LKPJ) dan I"aporall Pelaksanaan

Pernerintahan Daerah {LPPD} Dinas, sesuai ketentuan
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peraturan perundang-undangan dan standar yang

ditetapkan;

1. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi

penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan,

sesuai standar yang ditetapkan;

m. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah

dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan

standar yang ditetapkan;

n. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan

pelayanan minirnal;

o. menyelenggarakan pengadaan, penneliharaan, penataa-n,

pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan

perlengkapan / peralatan kantor;

p. menyelenggarakan pen5rusunan bahan rancanga.n

pendokumentasian peraturan perrrndang*undangan,

pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan

masyarakat;

q. menyelenggarakan fasilitasi pengaturan kearnaman,

kenyamanan dan kebersihan kantor;

r. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan

jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturaa

perundang-undangan;

s. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi,

administrasi/ketatausahaan kegiatan Bidang-bidang

lingkup Dinas dan UPT;

t. menyelenggarakan koordinasi, pernbinaan dan fasilitasi

administrasi kepegawaian;

u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

v. menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi atas

Unit Kerja terkait/ instansi vertikal;

w, menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan

eksternal Dinas;
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x. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

y. menyelenggarakan penyusunan laporan dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, ayat 12} dan ayat (3}, Sekretaris dibantu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Baglan Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik.

Pasal 4

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pengumpulan bahan I data dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

b. melaksanakan penJrusunan perencanaan/kegiatan kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. melaksanakan per{rusunan dan pengola}ran data

kepegawaian;

d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan

pangkat, kenaikan gqji berkala dan pensiun pegawai,

peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,

pemberian cuti serta tugaslijin belajar, pendidikan dan

pelatihan kepemimpinanlstruktural, fungsional dan

teknis, pemberian izin perkawinan dan perceraian;

e. melaksanakan pen]rusunan bahan pembinaan disiplin
pegawai;

f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier

dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

g. melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan

pegawai di lingkungan Dinas;
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1.

m.

h.

i.

j.

k.

p.

q.

melaksanakan pemantapan prosedur birokrasi keda,

tata naskah dinas, sarana administrasi, sistem

pelayanan, pengkajian dan eksaminasi, sesuai

ketentuan dan standar yang ditetapkan;

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan

kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di

lingkungan Dinas;

melaksanakarr per{ru$u.nan bahan ranc€Lngan dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

melaksanakan administrasi / penatausahaan,

penerimaan, pendistribusian, surat-sr.r.rat, naskah dinas

dan arsip;

melaksanakan pengandaan naskah dinas;

melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, absensi

dan penyiapan rapat-rapat;

melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat,

pelayanan um-um, informasi, promosi, pembangunan

Dinas, pelayanan minimal dan pendokumentasian

surat-surat;

o. melaksanakan pen1rusunan rencana kebutuhan sarana

dan prasana, pengurusan rumah tangga,

pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, ketertiban,

keindahan, keamanan dan layanan kantor;

melaksanakan penJrusunan laporan, evaluasi dan

monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;

melaksanakan koordinasi dengaa unit kerja terkait;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris,

sesuai dengan bidang tugasnya;

melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;

n.

r.

S.

t.
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v. melaksanakan pembuatan laporan dan

mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Sekretaris, sesuai standar yarrg ditetapkan.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

b. melaksanakan pen1rusunan perencanaan/progrart kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;

c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan

anggaran dinas;

d. melaksanakan pengadministra,sian dan pembukuan

keuangan dinas;

e. melaksanakan penJrusunan pembuatan daftar gaji dan

tunjangan daerah;

f. melaksanakan pembinaan perbendahar€Lan keuangan;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan

pengelolaan teknis administrasi keuangan;

h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan

penghasilan tambahan lainnya;

i. melaksanakan verifikasi keuangan;

j. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan

belanja tidak langsung pada dinas;

k. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi {SAI) dan

penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;

l. melaksanakan koordinasi pen5rutsunan bahan evaluasi

dan pelaporan administrasi keuangan;

m. melaksanakan pengendalian adrninistrasi perjalanan

dinas pegawai;

n. rnelaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan

laporan inventarisasi barang dan mutasi barang;

o. melaksanakan pengelolaan pendokuneentasian surat-

surat barang bergerak dan barang tidak bergerak;

p. melaksanakan penyiapan bahan administrasi
pengadaan, penyah"lran, penghapusan dan

perrrindahtanganan barang milik negara;
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q. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas

pengawasan;

r. melaksanakan penJrusunan bahan tetraahan staf sebagai

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

t. melaksanakan tugas lain yang diherikan Sekretaris,

sesuai dengan bidang tugasnya;

u. melaksanakarl pemberian masukan yang perlu kepada

Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;

v. melaksanakan pembuatan laporan dan

mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi

Publik mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pengumpulan bahan ldata dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat;

b. melaksanakan pen5rusunan perencanaan program kerja

Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan

Inforneasi Publik;

c. melaksanakan koordinasi penJrusunan perencanaanl

program kerja Sekretariat dan Sub Bagran Program,

Akuntabilitas dan Informasi Publik;

d. melaksanakan pen5rusunarl bahan RENSTRA, Rencana

Kerja (RENJA), Penetapan Kinerja (PK), LK, LKPJ dan

LPPD Dinas;

e. melaksanakan pen5rusunan pengoordinasian evaluasi

dan monitoring;

f. melaksanakan pengelolaaan dan penyampaian

informasi publik tentang ketatranan paflgan dan

peternakan;

g. melaksanakan penyusunan pengelolaan data ketahanan

pangan dan peternakan;

h. melaksanakan pen5rusunan bahan telaahan staf sebagai

bahan pertirnbangan pengarnbilan kebijakan;
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i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris,

sesuai dengan bidang tugasnya;

k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada

Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;

1. melaksanakan pembuatan laporan dan

mernpertanggungiawabkan pelaksanaan tugasnya

kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Pasal 5

(U Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai

tugas melaksanakan pen5rusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan

dan evaluasi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

(2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

menyelen fungsi:

a. penyelenggara.an penyiapan koordinasi di Bidang

Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;

b. penyelenggaraan penJrusunan bahan fllmusan kebijakan

daerah di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

c. penyelenggaraan penyiapan kebijakan di Bidang

Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

d. penyelenggaraarr bimbingan teknis dan supervisi di

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

e. penyelenggaraan pemantapan prograrn di Bidang

Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

f. penyelenggaraar] pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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(3) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan,

mempunyai uraian tugas:

a, menyelen pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada staf pada lingkup Bidang Ketersediaan dan

Distribusi Pangan;

b. menyelenggarakan penJrusunan dan penyempurnaan

perencanaan dan program kegiatan di Bidang

Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

c. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketersediaan,

distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan

pangan;

d. menyelenggarakan pengkajian di bidang ketersediaan,

distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan

pangan;

e. menyelenggarakan pen5rusunan rumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi

dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;

f. menyelenggarakan analisis dan kajian tentang

ketersediaan pangan daerah dan sistern kewaspadaaa

pangan dan gizi;

g. menyelen penlrusunan Neraca Bahan Makanan

(NBM);

h. menyelenggarakan penghitungan Pola Pangan Harapan

(PPH) ketersediaan pangan;

i. menyelenggarakan pengembangan jaringan informasi

ketersediaan pangan;

j. menyelenggarakan penyiapa!.n data dan inforrnasi rantai

pasok dan jaringan distribusi pangar), data harga pangan

di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga,

data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan

provinsi;

k. menyelenggarakan pengembzrrlgan kelembagaan

distribusi pangan untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap pangan;
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l. menyelenggarakan perqrusunan prognosa neraca

pangan;

m. menyelenggarakan intervensi daerah rawan pangan;

n. menyelen penyediaan dan pengelolaan

cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok

dan pangan pokok lokal) serta pemanfaatanrrya;

o. menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang

ketersediaan, distribusi dan cadanga-n panga.n serta

kerawanan pangan;

p. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan

pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi

dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;

q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

r. rnenyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

s. menyelen penJrusunan laporan dan

pertanggungiawaban atas pelak$anaan tugasnya, sesuai

standar yang ditetapkan.

(4) Untuk rnelaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dan ayat t2l, Kepala Bidang

Ketersediaan dan Distribusi Pangan dibantu:

a. Seksi Ketersediaan Pangan;

b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;

c. Seksi Kerawanan Pangan.

Pasal 6

(1) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas:

a,. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang

ketersediaan pangan, penyediaan infrastrtrktur pangan

dan sumber daya ketatranan pangan lainnya;
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b. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang

ketersediaan pangarl, penyediaan infrastruktur pangan

dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

c. melaksanakan penyiapan bahan penlrusunan rumllsan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan

pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber

daya ketahanan pangan lainnya;

d. melaksanakan penyiapan bahan birnbingan teknis di
bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur
pangan dan sumber daya ketahanan pa:rgan lainnya;

e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,

supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan

pangan, penyediaan infrastrrrktur pangan dan sumber

daya ketahanan parrgarr lainnya;

f. melaksanakan penlnapan bahan analisis dan kajian

ketersediaan pangan daerah;

g. melaksanakan penyiapan bahan pengkqiian penyediaan

infrastruktur pangan;

h. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk
pen5rusunan NBkI;

i. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk
penghitungan PPH ketersediaan parrgan;

j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringan

informasi ketersediaan pangan;

k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan

pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar

Keagarmaan Nasional (HBKN) ;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya.

(2) Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan penylapan bahan koordinasi di bidang

distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;

b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di
bidang distribusi dan cadangan pangan serta harga

parrSaru
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c. melaksanakan penyiapan bahan pen;rusunan rumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan

cadangan pangan serta harga pangan;

d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan serta

harga pangan;

e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan

cadangan pangan serta harga pangan;

f. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai
pasok dan jaringan distribusi pangan;

g. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan

distribusi pangan untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap pangan ;

h. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan prognosa

neraca pangan;

i. melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga

pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel

harga;

j. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan

cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok

dan pangan pokok lokal);

k. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan

pangan pemerintah provinsi;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan fugasnya.

{3} Kepala Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan

kerawanan pangan;

b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kqiian

penanga.nan kerawanarl pangan;

c. melaksanakan penyiapan bahan penyllsunan rumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan

kerawanan pangan;

d. metraksanakan penyiapan bahan birnbingan teknis dan

supervisi di bidang penanganan kerawanan pangan;
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e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan

kerawanan pangan;

f. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan

pangan;

g. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan dan

analisis sistem kewaspada^an pangan dan gpzi;

h. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan

dan ketahanan pangan provinsi;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya.

Bagran Keempat

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 7

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan

peo1rusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang

Konsumsi dan Keamanan Pangan.

(2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelen

fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi di Bidang Konsumsi dan

Keamanan Pangan;

b. penyelenggaraan perqrusunan bahan rumusan kebijakan

daerah di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

c. penyelenggaraan pen5.rapan kebijakan di Bidang

Konsumsi dan Keamanan Pangan;

d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

e. penyelenggaraarl penyiapan pemantapan program di

Bidang Konsumsi dan Keantanan Pangan;

f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(3) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

mempunyai uraian tugas:

a. rnenyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada staf pada lingkup Bidang Konsumsi dan

Keamanan Pangan;

b. menyelenggarakan pen5rusunan dan penyempurnaarl

perencanaan dan prograin kegiatan di Bidang Konsumsi

dan Keamanan Pangan;

c. menyelenggarakan koordinasi di Bidang Konsumsi dan

Keamanan Pangan;

d. menyelenggarakan penyiapan bahan perqmsunan

rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan

dan keamanan pangan;

e. menyelenggarakan pengkajian di bidang konsumsi

pangan, penganekaragarnan konsumsi pangan dan

keamanan pangan;

f. menyelen pen5rusunan rumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,

penganekaragama.n konsurrrsi pangan dan kearnanan

pangan;

g. menyelenggarakan analisis dan kqiian tentang konsumsi

pangan, penganekaragarnan konsurnsi pangan dan

keamanan pangan;

h. menyelenggarakan penghitungan angka konsumsi

pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat

konsumsi eneryi dan protein masyarakat per kapita per

tahun dan PPH tingkat konsurnsi;

i. menyelenggarakan penyia"pan bahan pemanfaatan lahan
pekarangan, peta pola konsumsi pangan dan

pengembangan pangan pokok lokal;

j. menyelenggarakan penyiapan bahan promosi konsumsi

pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

(B2SA) berbasis sumber daya lokal, pelaksanaan gerakan

konsrrmsi pangan non heras dan non terigu;
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k. menyelenggarakan penyiapan bahan kerja sarna antar

lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

berbasis sumber daya lokal;

1. menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan

pengawasan pangan segar yang beredar dan Jejaring

Keamanan Pangan Daerah (JKPD);

m. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan komunikasi,

informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi

pangan dan keamanan pangan;

n. menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang konsumsi

pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan

keamanan pangan;

o. menyelen pemantauan, evaluasi, supervisi dan

pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan,

penganekaragamall konsumsi pangan dan kearnanan

pangan;

p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertirnbangan penga-rnbilan kebijakan, sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

r. menyelenggarakan pen5rusunan laporan dan

pertanggungiawaban atas pelaks€rnaan tugasnya, sesuai

standar yang ditetapkan.

{a) Untuk rnelaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagairnana diaraksud pada ayat (1), ayat {21, dan ayat {3}

Kepala Bidang Konsumsi dan Kearnaflan Pangan dibantu:

a. Seksi Konsumsi Pangan;

b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

c. Seksi Kelernbagaan Kearnanan Pangan.

Pasal 8

(1! Kepafa Seksi Konsurnsi Pangan mempunyai uraian tugas:

a-. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bida.ng

konsumsi pangan;
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b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di

bidang konsumsi pangan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pen3rusunan rumusafl

dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;

d. melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi

pangan per komoditas pangan strategis per kapita per

tahun;

e. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat

konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per

tahun;

f. melaksanakan penyiapan penghitungan PPH tingkat

konsumsi;

g. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan peta pola

konsumsi pangan;

h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang konsurnsi pangan;

i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepa1a Bidang,

sesuai dengan tugasnya;

k. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi

pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;

(2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsurnsi Pangan

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam

rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan

dan pengembangan pangan lokal;

b. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian

dalam rangka promosi penganekaragarnan konsumsi

. parrgan dan pengembangan pangan lokal;

c. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rumusan

dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi

penganekaragaman konsumsi pangan dan

pengembangan pangan lokal;

d. melaksanakan penyiapan bahan petraksanaan gerakan

konsumsi pangan non beras dan non terigu;



-ti-

e. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan

pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

f. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar

lernbaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalarn

percepatan penganekaragarnan konsumsi pangan

berbasis sumber daya lokal;

g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan

pokok lokal;

h. melaksanakan penyiapan pelaksanaan komunikasi,

informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi

pangan;

i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan telsris dan

supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman

konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi

penganekaragarnan konsumsi pangan dan

pengembangan pangan lokal;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan penyrapan bahan koordinasi di bidang

kelenrbagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan

pangan, kerja sa(ra dan informasi keamanan pangan;

b. melaksanakan penylapa-n bahan analisis dan kajian di

bidang kelernbagaan kearnanan pangan, pengawasarl

keamanan pangan dan kerja sama dan informasi

keamanan pangan;

c. melaksanakan penyiapan bahan pen5rusunan rumusals

dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan

keamanan parlgan, pengavsasan keamanan pangan dan

kerja sama dan informasi kearnanan pangan;

d. melaksanakan penyiapan bahan JKPD;

e. melaksanakan penyiapan bahan kornunikasi, informasi

dan edukasi kearnanan pangan;
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melaksanakan penylapan bahan bimbingan teknis dan

supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan,

pengawasan keamanan pangan kerja sama dan inforrnasi

keamanan pangan;

melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan

kearnanan parlgan, pengawasan keamanan pangan, dan

kerja sa"rna dan informasi keamanan pangan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya.

Baglan Kelima

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 9

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang investigasi penyakit hewan,

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta

pengawasan dan peredaran obat hewan.

Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pernbinaan bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup bidang kesehatan hewan;

b. penyelenggaraan pengumpulan, penJrusunan dan

penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesehatan

hewan;

c. penyelenggaraan pen5rusunar], penyempurnaan dan

perencanaan program kegiatan pengelolaan kesehatan

hewan, sesuai ketentu.an perafi.lran pertrndang-

undangan;

d. penyelenggaraan penJrusunan dan penyempurnaan

standar, norma dan kriteria pelaksanaan investigasi

penyakit hewan, pencegahan dan pernberantasan

penyakit hewan serta pengawasan dan peredara:r obat

hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dalam

penyelengaraarl kesehatan hewan di bidang investigasi

penyakit hewaa, pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat

hewan;

f. penyelenggaraan pen;rusunan dan penyempurrra€Ln

telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

g. penyelenggaraan pemberian rnasukan kepada Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

i. penyelenggaraan pelaporan dan pertangungiawaban

atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang

ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pernbinaan bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup bidang kesehatan hewan;

b. menyelenggarakan pengumpulan, pen)rusunan dan

penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesehatan

hewan;

c. menyel.eaggarakan pen5rusunarl, penyempurnaan dan

perencanaan program kegiatan pengelolaan kesehatan

hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempuffiraan

standar, nofina dan kriteria pelaksanaan investigasi

penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan serta penga$rasan dan peredaran obat

hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. menyelen pembina"an, koordinasi, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian

dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang
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investigasi penyakit hewan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan
peredaran obat hewan;

f. menyelen penjrusunarl dan penyempurnaan

telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

g. menyelenggarakan pemberian rnasukan kepada Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

i. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggirng jawaban

atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang

ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fi.lngsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2}, dan ayat (3}

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dibantu:

a. Seksi Pengawasan Obat Hewan;

b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

c. Seksi Investigasi Penyakit Hewan.

Pasal 10

{1} Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan, mempunyai tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengawasan Obat

Hewan;

b. melaksanakan pengltrnpulan penyursunan dan penyajian

bahan/data dalarn penyelenggaraan pengawasan obat

hewan;

c. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan

perencana"an dan program kegiatan dalam

penyelenggaraan pengawasall obat hewan, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan penlrusunan dan penyempufiraan

stand.ar, norrna dan kriteria. dalam penyelenggaraan

pengawasan obat hewan;
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e. melaksanakan pembinaan, evaluasi, pengendalian dan

pengawasan obat hewan;

f. melaksanakan penerapan kebijakan peredaran obat

hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. melaksanakan pengkajian dan analisa dalam

penyelenggaraan pengawasan obat hewan;

h. melaksanakan pemantauan dan pellga\Masan obat hewan

di tingkat distributor, sesuai standar yang ditetapkan;

i. koordinasi, fasilitasi, monitoring, kebijakan dalam

penyelenggaraarl pengawasan obat hewan;

j. melaksanakan konsultasi dan asistensi dalam

penyelenggaraan pengawasan obat hewan;

k. melaksanakan pemetaan, identifikasi dan inventarisasi

kebutuhan obat hewan;

1. melaksanakan persiapan penetapan sanksi terhadap

penyimpangan peredaran obat hewan;

m. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, seminar

dan lokakarya dalam penyelenggaraan pengawasan obat

hewan, sesuai standar yang ditetapkan;

n. melaksanakan persiapan rapat-rapat internal
penyelenggaraan pengawasan obat hewan;

o. melaksanakan per{rusunan dan penyernpurnaan

telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

p. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala

Bidang, sesuai dengan tugasnya;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai standar yang ditetapkan;

r. melaksanakan pembuatan laporan dan
pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

Bidang, sesuai standar yarrg ditetapkan.

(2) Kepafa Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Hewan mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup Seksi pencegahan dan

pemberantasan penyakit hewan;
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b.

c.

d.

e.

G
b'

h.

melaksanakan pengumpulan penyusunan dan penyajian

bahan/data dalam pengelolaan pencegahan dan

pemberantasan penyakit hewan;

melaksanakan penJrusunan dan penyempufilaan

perencanaan dan program kegiatan datam pencegahan

dan pemberantasan penyakit hewan, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan ;

melaksanakan per{rusunac dan penyempurnaan

standar, noflna dan kriteria dalam penyelenggaraarl

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;

melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan

dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan;

melaksanakan pengkajian dan analisa, dalam

penyelenggaraar! pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan;

melaksanakan pengendalian penanggulangan

pencegahan dan pemberantasan wabah dan penyakit

hewan, sesuai standar yang ditetapkan;

melaksanakan pengaturan pelaksanaan pelarangan

pemasukan hewan ke/dari wilayah lndonesia antar
Provinsi, sesuai ketenturan peraturan perundang-

undangan;

melaksanakan peagawasan lalu lintas ternak dan hewan

dari/ke wilayah Provinsi Sumatera Utara;

melaksanakan pemantauan dan identif?kasi pelaksanaan

penanggulangan wabah dan Fenyakit Heuran Menular

(PHM);

melaksanakan konsultasi dan asistensi dalam

penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan;

melaksanakan bimbingan teknis sosialisasi, seminar dan

lokakarya dalam penyelenggaraan, pemberantasan,

pencegahan wabah dan penyakit hewan, sesuai standa-r

yang ditetapkan;

1.

j.

k.
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m. melaksanak€ur. penutupan dan pembukaan kembali

status daerah wabah, sesuai standar yang ditetapkan;

n. melaksanakan persiapan rapat-rapat internal dalam

pencegaha:r dan pemberantasan penyakit hewan;

o. melaksanakan komunikasi dan konsultasi publik dan

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

p. melaksanakan pen5rusunan dan penyempufiraan

telaahan staf sebagai bahan pertirnbangan dalam

pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

q. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala

Bidang, sesuai dengan tugasnya;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya;

s. melaksanakan pen5rusunan pelaporan dan pertanggung

jawaban pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang

ditetapkan.

(3) Kepala Seksi Investigasi Penyakit Hewan mempunyai uraian
tugas:

a. melaksanakan pembi.naan, bimbingan dan arahan

kepada pegawai pada lingkup Seksi Investigasi Penyakit

Hewan;

b. melaksanakan pengurnpulan pen1rusunan dan penyajian

bahan/data dalam pengelolaan investigasi penyakit

hewan;

c. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan

perencanaan dan program kegiatan dalam

penyelenggaraan investigasi penyakit hewaa, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan pen5ru$unan dan penyempu.rnaan

standar, nofina dan kriteria dalam penyelenggaraan

investigasi penyakit hewan;

e. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan

dalam penyelenggaraan investigasi penyakit hewan;

f. melaksanakan pengarnatan, pengkajian dan aneliss,

pengamatan dini serta pemetaan epidemiologi penyakit

hewan, $e$uai $tandar yang ditetapkan;
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g. melaksanakan asistensi dan konsultasi penanganan

investigasi penyakit hewan;

h. metraksanakan pengendalian dan penga\Masan investigasi

penyakit hewan;

i. melaksanakan investigasi status daerah wabah penyakit

hewan;

j. melaksanakan klarifikasi dalam penyelenggaraan

investigasi penyakit hewan;

k. melaksanakan penerapan standar, norma, dan kriteria di

bidang investigasi penyakit hewan;

l. melaksanakan bimbingan teknis, lokakarya dan seminar

di bidang investigasi penyakit hewan;

m. melaksanakan penyidikan dan epidemiologi penyakit

hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan

lainnya, sesuai ketentuan perundang-r-lndangan;

n. melaksanakan sosialisasi dan konsultasilkomunikasi
publik dalam penyelenggaraan investigasi penyakit

hewan;

o. melaksanakan persiapan pengembangan pembangunan

dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melaksanakan persiapan pelaksanaan rapat-rapat

internal dalam penyelenggaraarl investigasi penyakit

hewan;

q. melaksanakan pen)rusunan dan penyempurnaan

telahaan staf sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

r. melaksanakaa pemberian rnasukan kepada Kepala

Bidang, sesuai dengan tugasnya;

s. melaksa.nakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang,

sesuai dengan tugasnya;

t. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan

pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan

tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
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Bagian Keenam

Bidang Peternakan

Pasal 11

(1) Bidang Peternakan mempunyai tugas rnembantu Kepala

Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perbibitan dan produksi peternakan, pengolahan,

pemasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha

peternakan dan pakan ternak.

(2) Bidang Peternakan rnenyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada staf pada lingkup bidang peternakan;

b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahanldata

dalam penyelenggaraan peternakan;

c. penyelenggaraan pen5rusunan perencaraan dan program

kegiatan dalam penyelenggaraarl pembinaan peternakan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan pen5rusunan dan penyempurnaa-n

standar, norrna dan kriteria dalam penyelenggaraan

peternakan di bidang produksi peternakan, pengolahan,

pernasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha

peternakan dan pakan ternak;

e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan

dalam penyelenggaraan peternakan;

f. penyelenggaraan penilaian, pengkajian, pengembangarl

dan pengawasan hewan kesayangan, sesuai ketentuan

dan standar yang ditetapkan;

g. penyelenggaraan kerja sErrna dan koordi.nasi dengan

pihak terkait dalam hal pengembangan da:r pengawasan

hewan kesayangan, sesuai ketentuan dan standar yang

di tetapkan;

h. penyelenggaraan penetapan perryrusuoan telaahan staf

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya:

i. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala

Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
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j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas

sesuai tugas dan fungsinya;

k. penyelenggaraan penetapan laporan dan

mempertanggungiawabkan ata.s pelaksaraar tugasnya,

sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Peternakan, mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepad,a staf pada. lingkup Bidang Peternakan;

b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/

data dalam penyelenggaraan peternakan;

c. menyelenggarakan pen5rusllnan perencanaan dan

prograrn kegiatan dalaar penyelenggaraan pernbinaan

peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. menyelenggarakan pen1rusuna.n dan penyempurrraan

standar, norrna" dan kriteria dalarn penyelenggaraan

peternakan di bidang produksi peternakan, pengolahan,

pernasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha

peternakan, sarana prasarana dan pakan ternak;

e. menyelen pembinaan, koord.inasi, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan

dalam penyelenggaraan peternakan;

f. menyelenggarakan pernbinaan dan penataan

administrasi di bidang urusan sarana dan prasararaa;

g. menyelen hubungan kerjasama antar lembaga

dan kemitraan dalam pengembangarl saralla dan

prasarana peternakan, sesuai ketentuan perr.rndang-

undangan;

h. menyelenggarakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

kepada masyarakat tentang ta.te- cara pemeliharaan

aneka ternak dan hewan kesayangan rnelalui

pendidikan, pelatihan danlatau penyuluhan;

i. menyelenggarakan informasi pemasaran, pemeliharaan

aneka ternak dan hewan kesayangan;

j. menyelenggarakan penetapan perlrusunan telaahan staf

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya:
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k. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala

Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;

l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dina.s Sesuai tugas dan fungsinya;

m. menyelenggarakan penetapan laporan dan

mempertanggungiawabkan atas pelaksanaan tugasnya,

sesuai standar yang ditetapkan.

(a) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bidang

Peternakan, dibantu:

a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak;

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;

c. Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak, mempunyai

uraian tugas:

a- melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada staf pada lingkup Seksi Perbibitan dan Produksi

Ternak;

b. melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan dan

pengkajian bahan/data dalam pengelolaan perbibitan,

produksi, penyebaran dan pengembangan ternak;

c. melaksanakan penJrusunan dan penyempurnaan

perencanaan dan program kegiatan di bidang

pengelolaan perbibitan, produksi ternak, penyebaran dan

pengembangan ternak, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

cl. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian

dalam penyelenggaraan urlrsan perbibitan, produksi

ternak, penyebaran dan pengembangan ternak;

e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu bibit

unggas dan ternak, sesuai Standar Nasional Indonesia

(sNr);



-34-

f. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan standar

teknis mutu bibit Dog Old Chiek (DOC) skala provinsi;

g. melaksanakan pembinaan dan penataan kawasan

sumber*sumber bibit dan plasma nuftah skala provinsi,

sesuai standar yang ditetapkan;

h. melaksanakan pengembangan pusat pembibitan

pedesaan {VBC} yang dikelola kelornpok peternak, SMD

{Sarjara Membangun Desa}, sesuai standar dan

ketentuan yang ditetapkan;

i. melaksanakan pelestarian dan pengembangan plasma

nuftah ternak, sesuai standar yang ditetapkan;
j. melaksanakan seleksi, analisa dan pengkajian bibit

ternak baik lokal maupun irnpor, sesuai standar yang

ditetapkan;

k. melaksanakan pemetaan wilayah surnber bibit, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. melaksanakan pendistribusian ternak wilayah provinsi,

sesuai standar yang ditetapkan;

m. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dalam

penetapan kawasa.n peternakan wilayah provinsi;

n. melaksanakan asistensi dan konsultasi dalam

penyebaran dan pengembangan ternak;

o. melaksanakan kornunikasi Inforrnasi Edukasi (XIE)

kepada masyarakat tentang tata cara pemeliharaan

aneka ternak melalui pendidikan, pelatihan dan/atau
penyuluhan;

p. melaksanakan pen3ft.lsunan dan penyeffrpurrLaarl

telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebij akan ;

q. rnelaksanakan pen5rusunan pelaporan dan

pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pernbinaan, bimbingan dan arahan

kepada staf pada lingkrp Seksi Pengolahan, Pema.saran

Hasil Ternak dan Pelayanan Usaha Peternakan;
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melaksanakan pengumpulan, pen5rusunan dan penyajian

baban /data dalam pengelolaan pengolahan, pemasaran

hasil ternak dan pelayanan usaha peternakan;

melaksanakan pen5rusunan dan penyempufilaan norma,

perencanaan dan program kegiatan dalam pengolahan,

pemasaran hasil ternak dan pelayanan usaha

peternakan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi pengendalian dan kebijakan

dalam pengolahan, pemasaran hasil ternak,

pemeliharaan aneka ternak serta pelayanan usaha

peternakan;

melaksanakan pengkajian dan analisa pengolahan,

pemasaran hasil ternak dan pelayanan usaha

peternakan;

melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis, seminar dan

lokakarya pengembangan pengolahar, pemasaran hasil

ternak dan pelayanan usaha peternakan wilayah

Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan standar yang ditetapkan;

melaksanakan konsultasi dan asistensi dalam

pengolahan, pefilasaran hasil ternak dan pelayanan

usaha peternakan;

h. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan pihak

terkait dalam pengembarlgan pengolahan, pemasaran

hasil ternak dan pelayanan usaha peternakan witrayah

provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan standar yang ditetapkan;

i. melaksanakan pengembangan investasi usaha

peternakan wilayah provinsi, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan standar yang

ditetapkan;

j. melaksanakan inventarisasi dan identilikasi dalam

pengolahan, pemasararl hasil ternak dan pelayanan

usaha peternakan;

d.

e.

ctb.
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k. melaksanakan fasilitasi jaminan mutu produk

peternakan, olahan dan hasil ikutannya wilayah provinsi,

sesuai dengan ketentuan perafuran pen-Lndang-

undangan dan standar yang ditetapkan;

melaksanakan klarifikasi dalam pengolahan, pemasaran

hasil ternak dan pelayanan usaha peternakan;

melaksanakan bimbingan pemantauan dan penga\rasan

pembangunan serta operasional pasar hewan;

melaksanakan komunikasi dan konsultasi publik dalam

penyelenggaraan pengolahan, pemasaran hasil ternak

dan pelayanan usaha peternakan;

melaksanakan pengawasan standar unit pengolahan, alat

transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil

peternakan wilayah provinsi, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan standar yang

ditetapkan;

melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerapan

standar teknis peternakan dan pelayanan usaha

peternakan wilayah provinsi;

melaksanakan pembinaan dan studi Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan

Lingkungan {UKL} dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL) penyelenggaraan peternakan wilayah Provinsi;

melaksanakan klarifikasi penyelenggaraan pelayanan

usaha peternakan;

melaksanakan pemeliharaan unit usaha aneka ternak,

sesuai standar yang berlaku;

melaksanakan pembinaan tekhnis terhadap usaha

hewan kesayangan berdasarkan aspek tata cara

perneliharaan hewan kesayangan yang baik,

pemberdayaafi kelembagaan dan pengembangan usaha;

melaksanakan prornosi dan inform.asi pefilasaran aneka

ternak dan hewan kesayangan;

melaksanakan pen1rusunan dan penyempumaan telaah

staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengarnbilan

kebijakan, sesuai dengan tugasnya;

m.

n.

o.

p.

q.

f.

S.

t.

u.

v.
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w. melaksanakan pemberian masukan kepada kepala

bidang, sesuai dengan tugasnya;

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang,

sesuai dengan tugasnya;

y. melaksanakan pen5rusunan pelaporan dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai

standar yang ditetapkan.

{3} Kepala Seksi Pakan dan A-lat Mesin Peternakan rnempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada staf pada lingkup Seksi Pakan dan Alat Mesin

Ternak;

b. melaksanakan pengumpulan, penJrusunan dan

pengkajian bahan/data dalam pengelolaan Pakan Ternak

dan Alat Mesin Peternakan;

c. melaksanakan pergrusunarl norrna, penyernpumaarl

perencanaan dan prografir kegiatan di bidang pengelolaan

pakan dan alat mesin peternakan, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian

dalam penyelenggaraan urusan pakan dan alat mesin

peternakan;

e. melaksanil<an pemeriksaan rnutu pakan ternak baik

unggas, ruminansia dan non ruminansia, sesuai Standar

Nasional Indonesia {SNI);

f. melaksanakan pengawasari peredaran, lalulintas pakan

antar provinsi;

g. melaksanakan pengembangan, percontohan pemanfaatan

bahan hasil samping pertanian untuk pakan ternak;

h. melaksanakan pengembangarl padang penggernbalaan,

Hijauan Makanan Ternak (HMT) melalui bibit hijauan

unggul;

i. melaksanakan kerja sarna pemeriksaan mutu pakan

dengan instansi berurenang;
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j. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis
pemasukan pakan, bahan pakan ke luar masuk wilayah

Provinsi Sumatera Utara;

k. melaksanakan pembangunan lumbung pakan ternak di
pedesaan yang dikelola kelompok;

1. melaksanakan pembangunan pabrik pakan mini (skala

kecil) di tingkat peternak;

m. melaksanakan pemetaan sumber pakan lokal spesifik

Provinsi Sumatera Utara;

n. melaksanakan pembangunan instalasi biogas ternak di

tingkat peternak;

o. melaksanakan pembangunan mesin tetas unggas di
tingkat peternak;

p. menyelen pembangunan sarana air bagi

kepentingan peternakan;

q. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam

pengkajian dan pengembangan pakan, alat dan mesin

peternakan;

r. melaksanakan identifikasi dan klarilikasi Pakan dan Alat

Mesin Peternakan;

s. melaksanakan pen5rusunan dan penyempurnaan

telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebiiakan;

t. melaksanakan penyusunan petaporar dan pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang

ditetapkan.

Bagran Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu

dan Keamanan Pangan

Pasal 13

(U UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

memiliki tugas rnelaksanakan penyusunan dan petraksanaan

kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan

dan evaluasi di bidang ketatausahaan, administrasi,
pengawasan dan pengujian paflgarl segar asal tumbuhan.
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(2) UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha, administrasi,

pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;

b. penyelenggaraan pelaya:tan pengawasan dan pengujian

pangarr segar asal tumbuhan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di hidang pengawasan

dan pengujian pangan segar a.sal tumbuhan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supenrisi di bidang

sertifikasi, pengawasan, pengujian dan analisis

keamanan pangan;

e. penyiapan pemantapafl program di bidang pengawasan

dan pengqjian pangan segar asal tumbuhan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di bidang penga$rasan dan pengujian pangan

segar asal tumbuhan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas,

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{3} Kepala UPT Balai Pengavrasan Mutu dan Keama.nat} Pangan

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan

kepada staf pada lingkup UFT Balai Pengawasan Mutu

dan Kearnanan Pangan;

b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian bahan/data dalam pengelolaan umum dan

kepegawaian, keuangan serta program di UPT Balai

Pengawasan Mutu dan Keannanan Pangan;

c. menyelenggarakan penlrusunan" dan penyempurnaan

perencanaan dan program kegiatan di bidang tata usaha,

pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan

pangan;

d. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata usaha,

pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan

pangan;

e. menyelenggarakan penekaiian di bidang tata usaha,

pengujian mutu pangan dan pengaws.san keamanan

pangan;
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f. menyelenggarakan pen5rusunan rumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, pengujian

mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;

g. menyelenggarakan urLrsal adrninistrasi surat-men5rurat,

kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas UPT Balai

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;

h. menyelenggarakan urusan kepegawaian UPT Balai

Pengawasan Mutu dan Keamataatt Pangan;

i. menyelenggarakan urusan keuangan dan

perbendaharaart UPT Balai Pengawasan Mutu dan

Keamanan Pangan;

j. merryelenggarakan inventarisasi dan identifikasi serta

penilaian pangan segar asal tumbuhan berdasarkan

pengujian dan analisa keaman€rn pangan;

k. menyelenggaraan pengujian dan analisa di bidang

pelayanan pengqiian, standarisasi produk pangan sega"r

asal tumbuhan;

1. menyelenggarakan pengambilan sampel keamanan

pangan segar dan pengujian sampel kearnanan parlgan

segar dilaboratorium;

m. menyelenggarakan sistem informasi dan kerjasama

dengan instansi dan stakeholder dalam upaya

peningkatan kearnallan pangan segar asal tumbuhan;

n. menyelenggarakan fasilitasi $arana usaha informal dan

pelaksanaan pelatihan pengawasan keamanan pangan

segar asal tumbuhan, fasilitator, petugas pengambil

contoh, Fenyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS} kearnanan

pangan wilayah provinsi;

o. menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan segar

asal tumbuhan di pasar tradisioaal dan pasar modern;

p. menyelenggarakan birnbingan teknis dan sosialisasi di
bidang pengqiian mutu pangafl dan pengaqrasan

keamanan pangan;

q. menyelen pernantauan, evaluasi, supervisi dan

pelaporan kegiatan di bidang tata usaha, pengujian mutu
pangan dan pengawasan keamanan pangan;
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r. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi

administrasi kepe gawaian ;

s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

t. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan

eksternal UPT Batai Pengawasan Mutu dan Kearnanan

Pangan;

u. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

v. menyelenggarakan pen3rusunan laporan dan

pertanggungiawaban atas pelaksara"an tugasrrya, sesuai

standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan fugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat l2|, dan ayat (3)

Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Kearnanan Pangan

dibantu:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengujian Mutu Pangan;

c. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusarx surat-rnen5rurat, kearsipan,

rumah tangga dan perjalanarl dinas;

b. melaksanakan urusan kepegawaian;

c. melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan;

d. melaksanakan penyiapan bahan perurnusan aturan,
pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan

pelayanan;

e. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan

proses sertifikasi;

f. melaksanakan penyiapan bahan penJrusunan program

yang berkaitan dengan sertifikasi;

g. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian sistem

pelayanan;



A'r-+L-

h. melaksanakan penylapan bahan peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

kegiatan di bidang pengujian pangan segar asal

tumbuhan, pendaftaran produk pangan segar tumbuhan

yang beredar;

i. melaksanakan penyiapan bahan laporan Kepala UPT

yang terkait dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;

j. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan

pertanggungiawab pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata

Usaha;

k. melaksanakan hrgas lain yang diberikan Kepala UPT.

(2', Kepala Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kqiian di

bidang pengujian pangan segar asal tumhuhan;

b. melaksanakan penyiapan pen)rusunan dan

penyempurnaan perencarlaan program kegiatan di bidang

pengujian pangan segar asal tumbuhan;

c. melaksanakan pengumpulan bahan/data dan referensi

dalam bidang perencanaan pengujian pangan segar asal

tumbuhan, sesuai ketentuan peraturan perundang*

undangan;

d. melaksanakan penyiapan penlrusunan dan

penyempurnaan standar, norrna. dan kriteria

pelaksanaan pengujian pangan segar asal turnbuhan,

sesuai standar yang ditetapkan;

e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,

fasilitasi dan kerjasama di bidang pengr4iian pangan

segar asal turnbuhan;

f. melaksanakan penyiapan inventarisasi dan identilikasi
pelaksanaan penguj ian ;

g. melaksanakan penilaian berdasarkan pengqjian dan

analisa keamanan pangan;

h. melaksanakan kebutuhan bimbingan dan pelatihan di

bidang pengujian dan analisa keamanan pangan;

i. melaksanakan pengkajian dan analisis atas

penyelenggaraan pengujian dan analisa di bidang
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pelayanan pengujian, standarisasi produk pangan segar

asal fumbuhan;
j. melaksanakan pengujian dan penyediaan teknologi alat

uji pangan segar asal ttrmbuhan di laboratorium;

k. melaksanakan pelayanan sertifikat kesehatan pangan

segar asal tumbuhan;

l. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang pengqiian dan aaalisa

keamanan pangan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT,

sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai

tugas:

a. melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan

dan analisis keamanan pangarl segar asal tumbuhan;

b. menyelenggarakan sistem infbrmasi keamanan pangan

segar asal tumbuhan;

c. melaksanakan koordinasi pencegahan dan

penanggulangan masalah pangan sebagai akibat

menurunnya mutu, gm dan keamaaan paflgan segar asal

tumbuhan;

d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan

stakeholder dalarn upaya peningkatan keamanan pangarl

segar a"sal tutrbuhan;

e. melaksanakan koordinasi pengawasan keamanan pangan

segar asal tumbuhan dengan instansi dan stakeholder;

f. melaksanakan pembinaan dan kearnanan pangan segar

asal tumbuhan;

g. melaksanakan fasilitasi sarana usaha dalam menunjang
penerapan jaminan mtrtu dan kearnanan pangan segar

asal tumbuhan;

h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pelatihan

pengawasan (inspektur) keamanan pangan segar asal

tumbuhan, fasilitator, petugas pengambil contoh, PPNS

keamanan parlgan wilayah provinsi;

i. melaksanakan sertifikasi prima dan registrasi pangan

segar asal tumbuhan;
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j. melaksanakan penerbitan nomor registrasi rumah

kemas;

k. melaksanakan penga\Masan keamanan pangan segar asal

tumbuhan di pasar tradisional dan pasar modern;

l. melaksanakan pengambilan sampel pangan segar asal

tumbuhan;

m. melaksanakan pengujian sarnpel keamanan pangan

segar asal tumbuhan di laboratorium;

n. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan peningkatan

keamanan pangan segar asal tumbuhan;

o. melaksanakan koordinasi program/ kegiatan;

p. melaksanakan pemantaman, monitoring dan evalrrasi

serta pelaporan yang berkaitan dengan tugasnya;

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT,

sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan

Pasal 15

(U UPT Inseminasi Buatan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam menyelen urusan

pemerintahan di hidang pengkajian, pengujian,

pengembaagan produksi dan distribusi semen beku serta

pengembangan pelaksanaan Inseminasi Buatan dan

Teknologi Reproduksi hewan ternak lainnya;

(21 UPT Inseminasi Buatan mempunyai fr.rngsi:

a. penyelenggaraan pernbinaan pegawai di lingkungan UPT

Inseminasi Buatan;

b. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup

UPT Inseminasi Buatan;

c. penyusu.nan dan penyempurnaan standar pengujian,

pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi

semen beku serta pengembangan pelaksalaan

inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan

ternak lainnya;
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d. penyelenggaraan kegiatan pengujian, pengkqjian,

pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta

pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi

hewan lainnya;

e. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan

pihak/instansi terkait dalam pengembangan produksi

dan pelaksanaan inserninasi buatan dan teknologi

reproduksi hewan ternak lainnya;

f. penyelenggaraan recording, pembinaan, monitoring dan

evaluasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan

Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknik Reproduksi {ATR};

g. penyelenggaraan supervise kualitas semen beku dan

hasil inseminasi buatan serta teknologi reproduksi hewan

ternak lainnya serLa rekayasa genetika;

h. penyelenggaraan pengaturan kawasan pengembangan

dan distribusi ernbrio ternak;

i. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan pejantan unggul

dan penjaringan ternak hasil Transfer Embrio (TE).

t3) Kepala UPT Inseminasi Buatan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan

UPT Inseminasi Buatan;

b. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup

UPT Inserninasi Buatan;

c. menyelen pen3rur.snnan dan penyefilpurnaarr

standar pengujian, pengkajian, pengembangan produksi

dan distribusi sernen beku serta pengembangarl

pelaksanaan insendnasi buatan dan teknologi reproduksi

hewan ternak lainnya;

d. menyelenggarakan kegiatan pengqjian, pengkajian,

pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta

pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi

hewan lainnya;

e. menyelen kerjasama dan koordinasi dengan

pihak/instansi terkait dalam pengembalrgan produksi

dan pelaksanaan inserninasi buatan dan teknologi

reproduksi hewan ternak lainnya;
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f. menyelenggarakan recording, pembinaan, monitoring dan

evaluasi kegiatan IB, PKb dan ATR;

g. menyelenggarakan supervise kualitas semen beku dan

hasil inserninasi buatan serta telcrologi reproduksi hewan

ternak lainnya serta rekayasa genetika;

h. menyelenggarakan pengaturan kawasan pengemb€rngan

dan distribusi embrio ternak;

i. menyelen kegiatan pemeliharaan pejantan

unggul dan penjaringan ternak hasil TE.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, ayat {2} dan ayat {3}

Kepala UPT Inseminasi Buatan dibantu:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Produksi;

c. Seksi Pengujian dan Distribusi.

Pasal 16

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengumpulan bahan ldata dan referensi

untuk ketentuan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran UPT

Inseminasi Buatan;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,

administrasi keuangan, rumah tangga dan perlengkapan

UPT Inseminasi Buatan;

d. rnelaksanakan dan pengelolaan perpustakaaa UPT

Inseminasi Buatan;

e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan

surat masuk dan keluar;

f. melaksanakan bahan/data untuk penyusunan prograrrl

dan laporan UPI Inseminasi Buatan;

g. melaksanakan pengoordinasian teknis dan operasional di

UPT Inseminasi Buatan;

h. melaksanakan monitoring, supervise, eva}-lasi dan

pelaporan;

i. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
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(21 Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengumpulan bahanldata referensi untuk
kebutuhan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan standar teknis produksi semen beku;

c. melaksanakan tatalaksana pemeliharaan ternak di Unit
Pelaksana Teknis Ba]ai Inseminasi Buatan Daerah

(BrBD);

d. melaksanakan produksi semen beku;

e. melaksanakan pengembangan teknologi IB, TE dan

rekayasa genetika;

t melaksanakan seleksi pejantan unggul untuk Unit
Pelaksana Teknis BIBD;

g. melaksanakan recording produksi $emen beku;

h. melaksanakan pembinaan terhadap petugas inseminator,

PKb, ATR, Supervisor dan Akseptor IB;

i. melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi dan

pelaporan;

j. melaksanakan manajemen ternak pejantan di Unit
Pelaksana Teknis BIBD;

k. melaksanakan ma-najemen laboratorium Unit Pelaksana

Teknis BIBD;

l. melaksanakan pengujian aplikasi teknologi IB dan TE.

(3) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi mempunyai tr:gas:

a. melaksanakan pengumpulan bahan ldata dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan standar teknis pengujian semen beku;

c. melaksanakan pengujian rnutu semen beku;

d. melaksanakan peagumpulan, pengcrlahan, analisis data

hasil pelaksanaan IB, PKb dan ATR;

e. melaksanakan pengaturan distribusi semen beku;

f. melaksanakan recording distribusi semen beku;

g. melaksanakan monitoring, supervisi, evaluasi dan

pelaporan;

h. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya;

i. melaksanakan rnanajernen pendistribusian semen belrr.;
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melaksanakan manajemen penanganan handling semen;

melaksanakan pengujian dan distribusi semen beku.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 17

UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas

membantu Kepa1a Dinas .{alam menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pangan dan non pangan serta

hygiene dan sanitasi.

UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengoordinasian dan pengendalian

prograrn pembangunan jangka tahunan dan menengah di
Kesehatan Masyarakat Veteriner {Kesmavet}, sesuai

ketentuan dan standar yang ditetapkan;

b. penyelenggaraan pen3rusunan dan penyempurnaan

standar pelaksanaan vrewenang daerah/kota dan standa-r

pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka

tahunan dan menengah di UPT Kesmavet;

c. penyelenggaraan sosialisasi, monitoring dan evaluasi,

pembinaan dan pengawasan terhadap produk hewan;

d. penyelenggaraan tugas lain yalg diberikan Kepala Dinas,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

e. penyelenggaraan masukan yang perlu kepada Kepala

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungiawaban

atas pelaksaiaan tugas dan fungsinya kepada Kepala

Dinas, sesuai standar yarig ditetapkan.

Kepala UPT Kesmavet mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan dan penerapan standar
yang ditetapkan dalarn perneliharaan kesehatan

masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan
per-undang-undangan;

t1)

t2)

(3)
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b. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan

pihak terkait dalam pengembangarl Kesehatan

Masyarakat veteriner, sesuai ketentuan dan standar yang

ditetapkan;

c. menyelen pembinaan monitoring dan evaluasi

terhadap penerapan kesehatan masyarakat veteriner,

sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;

d. menyelenggarakan standarisasi, serti{ikasi dan registrasi

produk hewan yang diproduksi di dan /atau dimasukkan

kedalam wilayah provinsi untuk diedarkan danlatau

dikeluarkan dari wilayah provinsi;

e. menyelenggarakan pen5rLrsunan standar, noilna-norrna,

pedoman, prosedur serta memberikan bimbingan tekhnis

dan evaluasi dari produk hewan yang afilan, sehat, utuh
dan halal;

f. menyelenggarakan pengawasar, inspeksi dan audit

terhadap unit-unit usaha produk hewan;

g. menyelenggarakan bimbingan dan penerapan Nomor

Kontrol Veteriner (NI{V} ;

h. menyelenggarakan rrronitoring penerapan persyaratan

hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsinya dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3)

UPT Kesmavet dibantu:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Hygiene dan Sanitasi;

c. Seksi Pangan dan Non Pangan.

Pasal 18

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengumpulan bahan /data dan referensi

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi penJrusunan perenc€rnaan

program kegiatan dan anggaran UPT Kesmavet;
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c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan UPT Kesmavet;

d. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan

surat masuk dan keluar;

e. melaksanakan pengumpulan bahan/data untuk
penJrusunan prograln dan laporan UPI Kesmavet;

t. melalsanakan pengoordinasian teknis dan operasional di

UPT Kesmavet;

g. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.

l2l Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi mempunyai tugas:

a. melaksanakan penga\rasan, evaluasi, pengendalian dan

penanggul*gan zoonosis terkait dengan perlindungan

masyarakat dari darnpak zoonosis di wilayah provinsi;

b. melaksanakan pengau/asan dan evaluasi terhadap

kesejahteraa-I1 hewan, sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan;

c. melaksanakan pengavrasan dan pembinaan pada unit -
unit usaha produk hewan sesuai standarisasi Kesmavet;

d. melaksanakan pengolahan dan penyajian bahan/data
untuk kesempumaan dan pen)rusu.nan standar

laboratorium Kesmavet;

e. melaksanakan audit terhadap unit-unit usaha produk

hewan;

f. melaksanakan penebinaan, pengavrasan dan peneraparl

NKV, pada unit-unit usaha produk hewan sesuai

standarisasi Kesmavet;

g. melaksanakan Bimbingan KIE Zoonosis dan

Kesejahteraan Hewan;

h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala UPT

Kesmavet, sesuai bidang tugasnya;

i. melaksanakan pemberian rnasukan kepada Kepala UPT

Kesrnavet, sesuai bidang tugasnya;

j. melaksanakan pembuatan laporan dan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPT Kesmavet, sesuai standar yang ditetapkan.
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(3) Kepala Seksi Pangan dan Non pangan mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

bahan/data untuk penyempurnaan dan penJrusunan

standar pengujian kesehatan masyarakat veteriner;

melaksanakan pengambilan sampel produk hewan dan

melakukan pengujian;

melaksanakan pengawasar! dan evaluasi terhadap

produk hewan, sebelum diedarkan kepada konsumen

dan lalu lintas produk hewan;

melaksanakan penJrusunan standar, nofina-norrna,

pedoman, kriteria, prosedur serta memberikan

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pangan

hewani dan non pangan hewani;

melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal

hewan;

melaksanakan penjaringan betina produktif di Rumah

Potong Hewan (RPH) atau masyarakat;

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala UPT

Kesmavet, sesuai dengan bidang tugasnya;

mernberikan masukan kepada Kepala UPT Kesmavet,

sesuai bidang dan tugasnya;

i. melaksanakan pembuatan laporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPT Kesmavet, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak

Ruminansia Lobu Sona

Pasal 19

(U UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pengembangan, pengujian,

pengawasan produksi dan pernbibitan ternak ruminansia.

b.

C.

d.

e.

ctb'

h.
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(2) UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai di lingkungan UPT

Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;

b. penyelenggaraar] instruksi pelaksanaan tugas lingkup

UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;

c. penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian

pengkajian pengembangan pr<rduksi dan distribusi

ternak ruminansia;

d. penyelenggaraan kegiatan pengujian pengkajian

pengembangan produksi dan distribusi ternak

ruminansia serta petraksanaan teknologi reproduksi

hewan ternak;

e. pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan

standar pelaksanaan tugas-tugas UPT dalarn

pengembangan dan pengawasan pembibitan ternak

ruminansia;

f. pelaksanaan penilaian, pengkajian, pengembangan dan

pengawasan, sesuai ketentuan dan standart yang

ditetapkan;

g. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan

pihak terkait dalam hal pengembangan dan

pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang

ditetapkan;

h. pelaksanaan recording, pembinaan, monitoring dan

evaluasi pengembangan dan pengawasan pembibitan

ternak ruminansia.

(3) Kepala UPT mernpunyai uraian tugas:

a. menyelen prograrn kerja UPT Pembibitan

Ternak Ruminansia Lobu Sona;

b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan UPT

Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
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c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT

Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona beserta

operasionalnya;

d. menyelen pengelolaan produksi dan

pemeliharaan ternak ruminansia di UPT Pembibitan

Ternak Ruminansia Lobu Sona;

e. menyelenggarakan pengelolaan pemetriharaan ternak di

UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;

f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;

g. menyelenggarakan monitoring supervise evaluasi dan

pelaporan;

h. menyelenggarakan kegiatan tata laksana pemeliharaan

ternak di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu

Sona;

i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j. memberi masukan yang diperlukan kepada Kepala

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

k. melaporkan dan rnernpertanggr-mgiawabkan atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas,

sesuai peraturan Perundang-Undangan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, ayat {21 dan ayat (3}, Kepala UPT dibantu:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengembangan dan Produksi;

c. Seksi Peagujian dan Distribusi.

Pasal 2O

(U Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penJrusunan rencara kegiatan Sub

Baglan Tata Usaha berdasarkan langkah-langkah

Operasional UPI dan kegiatan tahun sebelumqra serta

sumber data yang ada sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;
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melaksanakan pembagian tugas dan memberi petunjuk

kepada bawahan melalui bimbingan dan arahan sesuai

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-

masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan;

melaksanakan dan memeriksa hasil kerja bawahan

berdasarkan rencana kegiatan guna penyempurxlaan

lebih lanjut;

melaksanakan penyusunan rencana programfkegiatan

UPT berdasarkan masukan dari masing-masing Seksi

agar tersedia prograrn kerja yang partisipatif;

melaksanakan dan mengontrol rekapitulasi daftar hadir
pegawai sesuai data absensi harian agar tersedia data

bagi pembinaan disiplin pegawai;

melaksanakan dan memberikan layanan administrasi

umum dan tekhnis meliputi urusae kepegawaian,

keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan

perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan dan memberikan layanan hurnas kepada

pihak terkait secara transparan dan akurat, sesuai

petunjuk atasan;

melaksanakan penJrusunan dan pengusulan kebutuhan

diklat pegawai baik str-uktural, teknis rxanpun

fungsional;

melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang

masuk dan keluar, sesuai prosedur yang berlaku agar

terarah dan terkendali;

melaksanakan dan mengelola arsip baik aktif, in aktif
maupun statis, sesuai pola kearsipan trgar mudah dan

cepat ditemukan apabila diperlukan;

melaksanakan pen3rusunan dan mengoreksi konsep

naskah dinas lainnya, sesuai ketentuan dan prosedur

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga meliputi

menata ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor

agar terasa nyaman dalam pelaksanaan trrgas;

C.

d.

e.

h.

j.

k.

1.

ob'

1.
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m. melaksanakan perencanaan dan mengontrol

pelaksanaan tugas pengamanan sarana dan prasarana

baik pada jam dinas maupun di luar jam dinas terjamin

keamanan kantor dan lingkungan;

n. melaksanakan pelayanan teknis administrasi

penerimaan dan pendapatan daerah bidang pembibitan

ternak dan produksi makanan ternak agar tertib

administrasi keuangan;

o. rnelaksanakan dan men1rusun laporan pengawasan

melekat, budaya kerja, kinerja keuangan dan pelaporarl

kinerja lainnya untr:k bahan pertanggungiawaban;

p. melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnya;

q. memberikan masukan kepada Kepala UPT, sesuai

bidang tugasnya;

r. melaksanakan pembuatan laporan dan

Kepalapertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada

UPT, sesuai dengan standard yang ditetapkan.

(21Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan dan men1rusu.n rencana kegiatan Seksi

Pengembangan dan Produksi berdasarkan langkah-

langkah Operasional UPT dan kegiatan tahun

sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembagian tugas dan memberi petunjuk

kepada bawahan metralui bimbingan dan arahan, sesuai

dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-

masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan fugas;

c. melaksanakan dan memeriksa

berdasarkan rencaila kegiatan

lebih lanjut;

hasil kerja bawahan

guna penyempurnaan
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d. melaksanakan dan mengatur pemeliharaan ternak,
sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat

berkembang dengan baik;

e. melaksanakan kerjasarna dengan instansi terkait dalam

kegiatan perbaikan mutu bibit ternak melalui penelitian

dan pengkajian sehingga tersedianya bibit ternak

unggul berbasis lokal;

f. melaksanakan dan memberi layanan Frryediaan bibit
ternak ruminansia;

g. melaksanakan dan memberi layanan penjelasan tentang
pembibitan ternak kepada masyarakat;

h. melaksanakan evaluasi dan mengawasi mutu bibit
ternak agar terjaganya pemurnian plasma nutfah ternak

lokal di lingkup UPT;

i. melaksanakan pen;rusun€m danlatar.l mengoreksi

konsep naskah dinas lainnya, sesuai ketentuan dan

prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnya;

k. memberikan masukan kepada Kepala UPT, sesuai

bidang tugasnya;

1. melaksanakan pernbuatan laporan dan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPT, sesuai dengan standard yang diteta.pkan.

(3) Kepala Seksi Pengqiian dan Distribusi mempunyai uraian
tugas:

a. melaksanakan dan men5rusun rencana kegiatan Seksi

Pengujian dan Distribusi berdasarkan langkah-langkah

operasional UPT dan kegiatan tahun sebelumnya serta

sumber data yang ada untu.k digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan standar teknis pengujian bibit tenrak
ruminansia;
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c. melaksanakan dan rnemeriksa hasil kerja bawahan

berdasarkan rencana kegiatan guna penyempurnaan

lebih lanjut;

d. melaksanakan dan mengatur pemeliharaan ternak serta

pengujian, sesuai prosedur yang berlaku agar ternak

dapat berkembang dengan baik;

e. melaksanakan perawatan sarana dan prasararla

pembibitan dan pemeliharaan ternak, sesuai prosedur

yang berlaku agar selalu dalam keadaan steril dan siap

pakai;

f. melaksanakan pengadaan, penyediaan dan penyebaran

bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk
pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat;

g. rnelaksanakan dan mengatur distribusi dan pemasaran

bibit ternak, sesuai prosedur yang berlaku;

h. melaksanakan dan memberi layanan penjelasan dan

penyebaran informasi;

i. melaksanakan monitoring, supervisi dan pelaporan;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnya;

k. memberikan masukan kepada Kepala UPT, sesuai

bidang tugasnya;

l. melaksanakan pembuatan laporan dan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPT, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggas

Dan Sapi Sihitang

Pasal 21

tU UPT Pembibitan Ternak Uaggas Dan Sapi Sihitang

mempunyai tugas mentbantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengembangan, pengujian, pengawasan produksi dan

pembibitan ternak mrninansia,
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UPT Pembibitan Ternak Unggas Dan Sapi Sihitang,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai dilingkungan UPT

Pembibitan Ternak Unggas Dan Sapi Sihitang;

b. penyelenggaran instruksi pelaksanaan tugas lingkup

UPT Pembibitan Ternak Unggas Dan Sapi Sihitang;

c. penyelenggaraarl perlrusunan dan penyempurnaan

standar pengujian pengkajian pengembErngan produksi

dan distribusi ternak unggas dan sapi;

d. penyelenggaraan kegiatan pengujian pengkqjian

pengembangan produksi dan distribusi ternak

ruminansia serta pelaksanaan teknologi reproduksi

hewan ternak;

e. penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan daerah

Kabupaten/Kata, dan standar pelaksanaan fugas-tugas

U[rI datam pengembangan dan pengawasan pembibitan

ternak unggas dan sapi;

t. penyelenggaraan pelaksanaan penilaian, pengkajian,

pengembangan dan pengawasan, sesllai ketentuan dan

standart yang ditetapkan;

g. penyelenggaraall kerja sama dan koordinasi dengan

pihak terkait dalam hal peagembangarl dan

pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang

ditetapkan;

h. penyelenggaraan pelaksanaan recording, pembinaan,

monitoring dan evaluasi pengembangan dan

pengawasan pernbibitan ternak unggas dan sapi.

Kepala UPT mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan prograrn kerja UPT Pembibitan

Ternak Unggas dan Sapi Sihitang;

b. menyelenggarakan dan rnengoordinasikan kegiatan UPT

Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang;

(3)
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c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT

Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang beserta

operasionalnya;

d. menyelenggarakan pengelolaan produksi dan

pemeliharaan ternak ruminansia di UPT Pembibitan

Ternak Unggas dan Sapi Sihitang;

e. menyelenggarakan pengelolaan perneliharaan ternak di
UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang;

f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;

g. menyelen monitoring supervisi evaluasi dan

pelaporan;

h. menyelenggarakan kegiatan tata laksa.na pemeliharaan

ternak di UPT Pembibitan Ternak Unggas Dan Sapi

Sihitang;

i. menyelen tr.lgas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j. menyelenggarakan dan memberi masukan yang

diperlukan kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas

dan fungsinya;

k. melaporkan dan mempertanggung jawa,bkan atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas,

sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk rnelaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dirnaksud pada ayat {1}, ayat (2} dan ayat (3},

Kepala UPT dibantu:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengembaflgan dan Produksi;

c. Seksi Pengujian dan Distribusi.

Pasd,22

(1) Kepa1a Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. men)ru$un renca:ra kegiatan Sub Bagian Tata Usaha

berdasarkan langkah-langkah Operasional UPT dan

kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada

sebagai pedoman pelaksanaan trrgas;
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b. membagr tugas dan memberi petury.rk kepada bawahan

melalui bimbingan dan ara-han, sesuai dengan

permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar

tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

c. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana

kegiatan guna penyempurnaan lebih lanjut;

d. melaksanakan pen5rusunan rencana program/kegiatan

UPT berdasarkan rna-sukan dari rnasing-masing Seksi

agar tersedia program kerja yang partisipatif;

e. mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai,

sesuai data absensi harian agar tersedia data bagr

pembinaan disiplin pegawai;

f. memberikan layanan administrasi umum dan tekhnis

meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tarta- usaha,

perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. memberikan layanan humas kepada pihak terkait secara

transparan dan akurat, sesuai petunjuk atasan;

h. melakukan pen5rLr.sunan dan pengusulan kebutuhan

diklat pegawai baik stmktural, teknis malrpun

fungsional;

i. melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang

masuk dan keluar, sesuai prosedur yang berlaku agar

terarah dan terkendali;
j. mengelola arsip baik aktif, in aktif maupun statis, sesuai

pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan

apabila diperlukan;

k. menSrusun dan mengoreksi konsep naskah dinas
lainnya, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugasl

1. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga meliputi
menata ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor
agar terasa nyamarl dalam pelaksanaan tugas;

m. merencanakan dan mengontrol pelaksanaan tugas

pengamanan sarana dan prasarana baik pada jam

dinas maupun di luar jam dinas terjarnin kearnanarl

kantor dan lingkungan;
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n. melaksanakan pelayanan teknis administrasi

penerimaan dan pendapatan daerah bidang pembibitan

ternak dan produksi makanan ternak agar tertib

administrasi keuangan;

o. men)rusun iaporan pengawasan melekat, budaya kerja,

kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk

bahan pertanggungjawaban;

p. melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnya;

q. memberikan rnasukan kepada Kepala UPT, sesuai

bidang tugasnya;

r. melaksanakan pembuatan laporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPT, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi mempunyai

uraian tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan

produksi berdasarkan langkah-langkah operasional UPT

dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang

ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

melalui bimbingan dan arahan, sesuai dengan

permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar

tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

c. memeriksa hasii kerja bawahan berdasarkan rencana

kegiatan guna penyempurnaan lebih lanjut;

d. melakukan pengadaan dan penyediaan bibit ternak

melalui prosedur yang berlaku untuk pengembangan

pembibitan ternak unggas dan sapi;

e. mengatur dan melaksanakan pemeliharaan ternak,

sesuai prosedur yang berlaku agar ternak dapat

berkembang dengan baik;

f. melaksanakan kegiatan perbaikan mutu bibit ternak

melalui penelitian dan pengkajian sehingga tersedianya

bibit ternak unggul berbasis lokal;
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g. memberi layanan penjelasan tentang pembibitan ternak

kepada masyarakat;

h. mengevaluasi dan mengawasi mutu bibit ternak agar

terjaganya pemurnian plasmanuftah ternak lokal;

i. melaksanakan monitoring, supervise, dan pelaporan

pelaksanaan tugas dan kegiatan;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnya;

k. memberikan masukan kepada Kepala UPT, sesuai

bidang tugasnya;

1. melaksanakan pembuatan laporan dan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

Uffi, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

{3) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi mempunyai uraian
tugas:

a. men5rusun rerlcana kegiatan Seksi Pengujian dan

Distribusi berdasarkan langkah-langkah operasional

UPT dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data

yang ad.a untuk digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan standar teknis pengujian bibit ternak

ruminansia;

c. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana

kegiatan guna penyempurnaan lebih lanjut;

d. melakukan perawatan sarana dan prasarana pembibitan

dan pemeliharaan ternak, sesuai prosedur yang berlaku

agtr selalu dalam keadaan steril dan siap pakai;

e. melakukan pengadaan, trrenyediaan dan penyebaran

bibit ternak melalui prosedur yang berlaku untuk
pemenuhan akan bibit ternak di masyarakat;

f. mengatur dan melahsanakan distribusi dan pema$aran

bibit ternak, sesuai prosedur yang berlaku;

g. memberi layanan penjelasa"n dan penyebaran informasi;

h. melaksanakan monitoring, supervise dan pelaporan;

i. metraksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnya;
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j. memberikan masukan kepada Kepala UPT,

bidang tugasnya;

k. melaksanakan pernbuatan laporan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada

UPT, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bagran Keduabelas

Unit Pelaksana Teknis Pengujian

dan Pengembangan Pakan Ternak

Pasal 23

UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengujian, pengolahan dan pengembangan pakan ternak.

UPT Pengujian dan Pengernbangan Pakan Ternak,

menyelenggarakan fungsi:

a. penzusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan

kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar

pelaksanaan ttegas-tugas UPT dalam pengqiian,

pengolahan dan pengembangan pakan ternak;

b. pelaksanaan penilaian, pengkajian, pengembangan dan

pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang di

tetapkan;

c. penyelenggaraan kerja sarna dan koordinasi dengan

pihak terkait dalam hal pengembangan dan

pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang di

tetapkan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan

dan pengawasan pakan ternak;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

f. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas,

sesuai bidang tugas dan fungsinya;

sesuai

dan

Kepala

(1)

{2}



-64-

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas,

sesuai standar yang ditetapkan.

{3) Kepala UPT men}.punyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan program kerja UPT Pengujian dan

Pengembangan Pakan Ternak;

b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan UPT

Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak;

c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT Pengujian

dan Pengembangan Pakan Ternak beserta

operasionalnya;

d. menyelen koordinasi dengan instansi terkait;

e. menyelenggarakan monitoring supervisi evaluasi dan

pelaporan;

f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

g. memberi masukan yang diperlukan kepada Kepala

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

h. melaporkan dan mempertanggungiawabkan atas

pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas,

sesuai peraturan yang berlaku.

{a) Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud

pad.a ayat {1}, alrat l2l dan ayat {3}, Kepala UPT dibantu:

a. Sub Bagran Tata Usaha;

b. Seksi Mutu;

c. Seksi Teknis.

Pasal24

(U Kepala Sub Bagtan Tata Usaha mempunyai uraian tuga"s:

a. merrJrusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha

berdasarkan langkah-langkah Operasional UPT dan

kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan

melalui bimbingan dan ara-han, sesuai dengan

permasalahan dan bidang tugasnya n'rasing-masing agar

tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

memeriksa hasil kerja bawahan berd.asarkan rencarta

kegiatan guna penyempunlaan trebih lanjut;

melaksanakan per{rusunan rencana program/kegiatan

UPT berdasarkan masukan dari masing-masing Seksi

agar tersedia program kerja yang partisipatif;

mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai

sesuai data absensi harian argar tersedia data bagt

pembinaan disiplin pegawai;

memberikan layanan administrasi umum dan teknis

meliputi urusan kepegawaian, keua:rgan, tata usalta,

perlengkapan, rumah tangga dan perjalanar dinas untuk

kelancaran pelaksallaail tugas;

memberikan layanan humas kepada pihak terkait secara

transparan dan akurat, sesuai petunjuk atasan;

melakukan penJrusunan dan pengusulan kebutuhan

diklat pegawai baik struktural, teknis maupun

fungsional;

melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang

masuk dan keluar, sesuai prosedur yang berlaku agar

terarah dan terkendali;

mengelola arsip baik akti! inaktif maupun statis, sesuai

pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila

diperlukan;

rner{rusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya,

sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan kegiatan uru.san rumah tangga meliputi

menata ruangan, lingkungan dan kebersihan kantor agar

terasa nyarnan dalam pelaksanaan tugas;

merencanakan dan mengontrol pelaksanaari tugas

pengamanan sarana dan prasarana baik pada jam dinas

maupun di luar jam dinas terjarnin keamanan kantor dan

lingkungan;

c.

d.

e.

h.

1.

j.

k.

1.

m.
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n. melaksanakan pelayanan teknis administrasi penerimaan

dan pendapatan daerah bidang pembibitan ternak dan

produksi makanan ternak agar tertib administrasi

keuangan;

o. men]rusun laporan pengawasan melekat, budaya kerja,

kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk

bahan pertanggungi awaban ;

p. melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnYa;

q. memberikan rnasukan kepada Kepala uPT, sesuai bidang

tugasnya;

r. melaksanakan pembuatan laporan dan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

UpT, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

{2) Kepala Seksi Mutu rnempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyLtsunan dan pengkajian bahanldata

datam pengqiian, pengolahan dan pengembangan pakan

ternak;

b- mengatur dan melaksanakan pelayanan, sesuai prosedur

yang berlaku agar pelayanan efektif;

c. melaksanakan analisa dan pengujian hahan pakan/

pakan ternak;

d. melaksanakan sertifikasi hasil pengujian mutu dan

keamanan pakan;

e. melaksanakan uji pro{isiensi pakan;

f. melaksanakan pengembangan teknik dan metode

pemeriksaan dan pengqiian rnutu dan kean:anan pakan;

g. melaksanakan bimbingan teknis pengujian bahan

pakan/pakan ternak;

h. melaksanakan monitoring supervisi evaluasi dan

pelaporan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnya;

j. memberikan masukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang

tugasnya;
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k. melaksanakan pembuatan laporan dan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPT, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

{3) Kepala Seksi Teknis mempunyai uraian tugas:

a. men5ruslrn rencana kegiatan pengolahan dan

pengembangan pakan ternak;

b. melaksanakan pengolahal pakan, sesuai dengan

standard dan prosedur yang ditetapkan;

c. melaksanakan pelayanan penyediaan bibit dalam upaya

pengembangan Hijauan Pakan Ternak (HPT);

d. melaksanakan penyiapan bahan informasi mr.ltu dan

teknologi pakan ternak;

e. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam

bidang penelitian dan pengembangan pakan ternak;

f. melaksanakan demplot dan rumah produksi pakan

ternak;

g. melaksanakan pengumpulan, penJrusunan dan

pengkajian bahan/data dalam pengembangan teknologi

pengolahan pakan ternak;

h. melaksanakan bimbingan teknis di bidang pengolahan

pakan ternak;

i. melaksanakan monitoring supenrisi evaluasi dan

pelaporan;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala UPT,

sesuai dengan bidang tugasnya;

k. memberikan masukan kepada Kepala UPT, sesuai bidang

tugasnya;

1. melaksanakan pembuatan laporan dan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala

UPT, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
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Bagian Ketigabelas

Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan

Pasal 25

(1) UPT Klinik Hewan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan hewan

dan tindakan medis secara menyeluruh-

(2) UPf Kinik Hewan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusall bahan

kebijakan teknis Klinik Hewan;

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian,

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Klinik Hewan

meliputi pelayanan medik veteriner dan penunjang

medik veteriner;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelapora.n Klinik Hewan;

d. penyelenggaraan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya;

e. penyelenggaraan pengaturan pelayanan pusat rujukan

kesehatan hewan;

f. penyelenggaraarl pen5rusunan dan perencanaan kegiatan

operasional Klinik Hewan;

g. penyelenggaraan pengkqjian bahan kebijakan teknis

tentang pelayanan kesehatan hewan;

h. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional

Dinas, sesuai Llrusan pemerintah daerah provinsi dalam

rangka pelayanan kesehatan hewan;

i. penyelenggara€m koordinasi bimbingan dan fasilitasi di

bidang pelayanan kesehatan hewan;

j. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan

evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Klinik

Hewan.

(3) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pen5rusunan program kerja Klinik

Hewan;
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b. menyelenggarakan pengkqjian dan perumusan bahan

kebijakan teknis di bidang pelayanan Klinik Hewan;

c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina,

mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Klinik Hewan;

d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang urusarl

pemerintahan, sesuai dengan fungsi penunjang

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan

Klinik Hewan, meliputi aspek pelayanan medik veteriner

dan penunjang medik veteriner;

e. menyelen koordinasi, pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Klinik Hewan Sumatera Utara;

f. menyelenggarakan penyampaian bahan saran

pertimbangan mengenai bidang pelayanan Klinik Hewan

sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah

daerah;

g. memimpin seluruh kegiatan Klinik Hewan;

h. menyelen evaluasi dan pelaporan Klinik

Hewan;

i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebij akan;

j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Klinik Hewan

Sumatera Utara;

k. menyelenggarakan fungsi lain, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT dibantu:

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pelayanan Medik;

c. Seksi Penunjang dan Rekam Medik.
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Pasal 26

(U Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusun€Ln program kerja Klinik Hewan

dan Sub Bagran Tata Usaha;

b. melaksanakan pengendalian pelaks.uraan kegiatan Sub

Bagian Tata Usaha;

c. melaksanakan pengelolaan kehurnasan;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan penatausahaan keuangan;

f. melaksanakan pengelolaa.n umllm dan perlengkapan;

g. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan

kearsipan;

h. melaksanakan pen3rusrulan bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup tata usaha;

i. melaksanakan penyampaian bahat] saran pertimballgan

mengenai ketatausahaan Klinik Hewan sebagai bahan

perumusan kebijakan pemerinta.h daerah;

j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebliakan;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporar] Sub Bagian Tata

Usalla;

l. melaksanakan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(2) Kepafa Seksi Pelayanan Medik mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pen5rusunan program kerja Seksi

Pelayanan Medik Veteriner;

b. melaksanakan pen5nlsun€m bahan kebijakan teknis
pelayanan medik veteriner;

c. melaksanakan pelayanan medik veteriner, meliputi
diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan,

rehabilitasi dan pencegahan infeksi hewan;

d. melaksanakan pembinaan tenaga medis dan paramedis

veteriner;

e. melaksaaakan pengelolaan data dan informasi pelayanan

medik veteriner;
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f. melaksanakan pengendalian serta evaluasi kegiatan

Seksi Pelayanan Medik Veteriner;

g. melaksanakan pen5rusunan bahan tindak lanjut laporan

hasil pemeriksaan lingkup Seksi;

h. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan

mengenai pelayanan medik veteriner sebagai bahan

perlrmusan kebijakan pemerintah daerah;

i. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pelayanan

Medik Veteriner;

j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebij akan;

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan

Medik Veteriner dan;

1. melaksanakan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Penunjang dan Rekam Medik mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan per5rusunan program kerja Seksi

Penunjang dan Rekam Medik;

b. melaksanakan penJrusunan bahan kebijakan teknis

Penunjang dan Rekam Medik Veteriner;

c. melaksanakan pelayanan penunjang medik veteriner,

meliputi instalasi radiologi, laboratorium, apotek atau

farmasi, gpzr atau pakan, rekam medik, dan pemeliharaan

sarana dan prasararla Penunjang dan Rekam Medik

Veteriner;

d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan

Penunjang dan Rekam Medik Veteriner;

e. melaksanakan pembinaan tenaga medis dan paramedis

veteriner Penunjang dan Rekam Medik Veteriner;

f. melaksanakan penyiapan bahan informasi penunjang

dan rekam medik veteriner;

g. melaksanakan pen3rusunan bahan tindak lanjut laporan

ha.sil pemeriksaan lingkup Seksi;
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melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan

mengenai Penunjang dan Rekam Medik Veteriner sebagai

bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;

melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Penunjang

dan Rekam Medik;

melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebij akan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penunjang

dan Rekam Medik;

melaksanakan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

Bagran Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu

dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas, sesuai

dengan keahlian masing-masing;

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan, sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dirnaksud pada

ayat (21 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Seksi dan Kepala Sub

Bagran wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

simplikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar

Satuan KerjalUnit Organisasi lainnya, sesuai tugas dan

mekanisme yang ditetapkan.

h.

1.

j.

k.

1.

(1)

tzl

(3)
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(2) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan

pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.

(3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan

tugas karena sesuatu hal, Sekretaris melaksanakan tugas-

tugas Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Apabila sekretaris Dinas berhalangan melaksanakan

tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala Dinas

menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan

untuk melaksanakan tugas Sekretaris.

t5) Apabila Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan

tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Dinas menghunjuk

pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(6) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam melaksanakan

tugasnya karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata

Usaha melaksanakan tugas-tugas UPT, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala

Seksi berhalangaa dalam melaksanakan tugas karena

sesuatu hal, Kepala UPT menghunjuk pejabat yang telah

memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala

Sub Bagian Tata Usaha danf atau Kepala Seksi.

(8) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna, dalam

hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing

pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya

kepada pejabat setingkat di bawahnya yang dapat

bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 29

Untuk kepentingan koordinasi pengendalian surat menSrurat

maka:

a. surat dinas yang akan ditandatangani oleh Gubernur harus

melalui paraf koordinasi, Asisten sekretaris Daerah dan

Sekretaris Daerah.

b. surat dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus

melalui paraf penanggungiawab Kepala sub Bagian/Kepala

Seksi, Sekretaris dan Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur;

a. nomor 51 Tahun 2A1"1 tentang Ttrgas, Fungsi dan Uraian

T[gas Badan Ketatranan Pangan Frovinsi Sumatera Utara

{Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor

sr);

b. nomor 7O Tahun 2AI1 tentang Organisasi, T\rgas, fungsi dan

Uraian T\rgas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2O11 Norcor 7O);

c. nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Thgas, Fungsi dan Uraian

T\rgas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2A12 Nomor 3);

d. nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi, T\rgas, Fungsi,

Uraian T\rgas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Otoritas

Kompeten Keamanan Pangan Daerah pada Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 12);

e. nomor 27 Tah;un 2ALT tentang T\:gas, Fungsi, Uraian T\.rgas

dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Frovinsi Sumatera

Utara Tahun 2Ol7 Nomor 27);
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dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku

diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinYa,

pengundangarl Peraturan Gubernur ini dengan

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

pada tanggal

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Februafi 2Al9

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Februarl 2A1.9

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Pelaksana,

^,O'ddfUIREGARPembina TK I
NIP. i9690427 199003 2 003
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